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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN
Nomor: (oo 3-3/ QkKub- of / J-OJT

TENTANG
PENETAPAN ADMIN SP4N LAPOR PADA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

Menimbang a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan
publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten
dengan pemanfaatan aplikasi SPAN LAPOR, perlu
ditetapkan Admin Pengelola SP4N LAPOR Dinas
Perhubungan Provinsi Banten;

b. Bahwa pembentukan pengelolaan sebagaimana
dimaksud pada butir “a” di atas, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Banten selaku Kuasa Penguna Anggaran;

Mengingat 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014  tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;



Memperhatikan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasisi Elektronik;
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 191);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun
2018 tentang pedoman Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1726);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun
2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Bagi Kelompok Rentan;

Peraturan Daerah Banten Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Gubemur Banten Nomor 48 Tahun 2022
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Keija Dinas
Daerah;

Peraturan Gubemur Banten Nomor 72 Tahun 2021
tentang Standar Pelayanan Publik:

Peraturan Gubemur Banten Nomor 19 Tahun 2021
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Peraturan Gubemur Banten Nomor 11 Tahun 2024
tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2025;

Peraturan Gubernur Banten Tahun 12 Tahun 2023
tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten
Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Gubemur Banten Nomor 12 Tahun
2023 tentang Harga Satuan Provinsi Banten.
Keputusan Gubemur Banten Nomor 63 Tahun
2024 tentang Kelembagaan Pengelola Pengaduan
Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Banten;

Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Penguna
Anggaran, Pejabat yang Berwenang
Menandatangani  Surat Perintah  Membayar,
Pejabat yang Berwenang Mengeahkan Surat
Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara
Penerimaan PPKD, Bendahara Penerimaan,
Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara
Pengeluaraan, Bendahara Pengeluaran Pembantu



Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Banten;

Pengesahaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Keija Perangkat Daerah Tahun anggaran
2025 oleh Kepala Badan Pendapatan Keuangan
dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah disahkan tanggal 5 Januari
2025 berdasarkan Persetujuan Sekretaris Daerah;
Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi
Banten Nomor : 100.3.3/ 24 - Dishub.01/2025
Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen
(PKK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(Pembantu PPTK) Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 pada
Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN :

Membentuk Petugas atau Admin Pengelola SP4N
LAPOR Pemerintah Provinsi Banten pada Dinas
Perhubungan Provinsi Banten.

Tugas pokok petugas atau admin Pengelola SP4N

LAPOR Dinas Perhubungan Provinsi Banten adalah

sebagai berikut:

1. Menjalankan fungsi sebagai admin Instansi yang
mengelola pelayanan publik melalui SP4N
LAPOR;

2. Menunjuk petugas pelayanan pengaduan untuk
membantu dalam proses penerimaan,
pencatatan, verifikasi dan koordinasi dengan
setiap Bidang terkait Pengaduan yang masuk;

3. Melakukan evaluasi secara berkala mengenai
pelaksanaan Pelayanan pengaduan yang masuk
pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten;

4. Menyusun laporan kineija pengelolaan
pengaduan yang masuk pada Dinas
Perhubungan Provinsi Banten;

5. Melakukan sosialisasi Internal atau dengan
Mitra Keija Dinas Perhubungan Provinsi Banten
terkait pengelolaan pengaduan yang masuk.

Membebankan biaya Pelaksanaan tugas admin

Pengelola SP4N LAPOR Dinas Perhubungan

Provinsi Banten sebagaimana dimaksud Diktum

KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas

Perhubungan Provinsi Banten Tahun Anggaran

2025.



KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di Serang
Pada Tanggal 3 Januani 2025



Lampiran | :
Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Banten

Nomor : 100.3.3/ ffis-.AUKub. of / to*
Tanggal: 30 A

PENETAPAN ADMIN SP4N LAPOR PADA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

A. Tim Pengelola Pengaduan

No Nama
1 Romi Syabhrial

Pengadministrasian

Jabatan Bidang

Sekretariat

Perkantoran

2  Tubagus Teguh Aditria,
A.MD

B. Tim Penelaah/penjawab

No Bidang

1  Sekretariat

2  Prasarana dan Perlengkapan
jalan

3  Lalu lintas Jalan

4  Angkutan dan Pengembangan
Transportasi

5 Perhubungan Laut, Udara
dan Perkeretaapiaan

6 UPTD Pengelola Prasarana
Perhubungan

Pembantu Administrasi

Sekretariat

Penanggung jawab
Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Banten
Kepala Bidang Prasarana dan Perlengkapan
jalan
Kepala Bidang Lalu lintas Jalan
Kepala Bidang Angkutan dan Pengembangan
Transportasi
Kepala Bidang Perhubungan Laut, Udara dan
Perkeretaapiaan
Kepala UPTD Pengelola Prasarana
Perhubungan

KEP LA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN

Pembina Utama Madya™
*1P. 19660530 199003 1003



